WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR S TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320

Mengingat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3255);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Palu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2018.

Pasal 1

TENTANG

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat :

laporan realisasi anggaran;

neraca,;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Moo o

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha

milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf

a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
a. Pendapatan
b. Belanja

Surplus
¢ Pembiayaan

- Penerimaan

- Pengeluaran

Pembiayaan Netto

d. SILPA Tahun Anggaran Berkenaan

Rp. 1.316.087.928.104,67
Rp. 1.191.550.500.271,10

Rp.

Rp.
Rp.

124.537.427.833,57

97.221.420.670,96
25.747.937.000,00

Rp.
Rp.

71.473.483.670,96
196.010.911.504,53



Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :
(1) Selisih  Anggaran dengan  Realisasi Pendapatan sejumlah
(Rp. 22.417.463.778,33) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 1.338.505.391.883,00

b. Realisasi Rp. 1.316.087.928.104.,67
Selisih (kurang) (Rp. 22.417.463.778,33)

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah

(Rp. 218.190.958.628,18) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah
Perubahan Rp. 1.409.741.458.899,28
b. Realisasi Rp. 1.191.550.500.271,10
Selisih (kurang) (Rp. 218.190.958.628,18)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah
Rp. 195.773.494.849,85 dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus / defisit setelah

Perubahan (Rp. 71.236.067.016,28)
b. Realisasi Rp. 124.537.427.833,57
Selisih lebih Rp. 195.773.494.849,85

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah
Rp. 181.987.654,68) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 97.039.433.016,28
b. Realisasi Rp. 97.221.420.670,96
Selisih (kurang) Rp. 181.987.654,68

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
(Rp. 55.429.000,00) Dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 25.803.366.000,00
b. Realisasi Rp. 25.747.937.000,00
Selisih (kurang) (Rp. 55.429.000,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

Rp. 237.416.654.68 dengan rincian sebagai berikut :



a. Anggaran Pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 71.236.067.016,28
b. Realisasi Rp. 71.473.483.670,96
Selisih lebih Rp. 237.416.654,68

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31

Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp.2.513.495.500.695,78

b. Jumlah Kewajiban Rp. 56.781.861.636,39

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.2.456.713.639.059,39
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018

sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2018 Rp. 97.039.433.016,28
b. Arus Kas dari aktiva operasi Rp. 305.874.668.679,67
c. Arus Kas dari aktivitas investasi asset

non keuangan (Rp. 187.337.240.846,10)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan (Rp. 19.747.937.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris Rp. 181.987.654.68
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember

2018 Rp. 196.010.911.504,53

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018

sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan Operasional Rp. 1.340.085.568.090,18
b. Beban Rp. 1.162.168.336.480,05
c. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (Rp. 9.591.046.079,87)
d. Pos Luar Biasa Rp. 2.349.465.869,00

e. Surplus Laporan Operasional Rp. 170.675.651.399,25



Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan

31Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.
b.

C.

Saldo anggaran lebih awal

Penggunan saldo anggaran lebih

Sisa lebih/ kurang pembiayaan
anggaran tahun berjalan

Saldo anggaran lebih akhir

Pasal 8

Rp. 97.039.433.016,28
Rp. 97.221.420.670,96

Rp. 196.010.911.504,53
Rp. 196.010.911.504,53

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

Tahun 2018 sebagai berikut:

a.
b.

C.

Ekuitas awal

Surplus laporan operasional

Dampak kumulatif perubahan
kebijakan / kesalahan mendasar

Ekuitas akhir

Pasal 9

Rp. 2.347.615.018.201,40
Rp. 170.675.651.399,25

(Rp.  61.577.030.541,26)
Rp. 2.456.713.639.059,39

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf g memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos

Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

a. Lampiran I

Lampiran sebagai berikut:

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Laporan Realisasi Anggaran, meliputi:
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Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Ringkasan  Laporan  Realisasi = Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Orgnisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan,;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban jangka Panjang;

Daftar

Kegiatan-Kegiatan Belum

Akhir

yang

Diselesaikan  Sampai Tahun dan



Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran
Berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V,
Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X,
Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran
XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri atas:
a. Laporan kinerja; dan
b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11
merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 24 bulan Mei tahun 2019.

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun

Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Agustus 2019
WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

IMRAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

4 —

ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004

NOREG 55 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 06 / 2019



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan
kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal
terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan
yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat
pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah
menjadi sumber keuangan Daerah. Kepada Daerah selalu kepada
Pemerintahan di Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan
daerah setiap Tahun Anggaran berjalan dan dipertanggungjawabkan,
sebagaimana Pasal 320 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas



Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5
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